PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJA SAMA KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 5195/UN24.3/KS/2025
Nomor: 25.8.6/UN32.3/KS/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
bertempat di Palangka Raya - Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Fakultas Keguruan dan Ilmu  diwakili oleh Dr. Rinto Alexandro, SE., M.M. selaku
Pendidikan Universitas Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Palangka Raya Universitas Palangka Raya, yang berkedudukan di J1.

Yos Sudarso Kampus UPR Tanjung Nyaho Palangka
Raya, Kalimantan Tengah 73112, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA,;

II. Fakultas Matematika dan diwakili oleh Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si. selaku
Ilmu Pengetahuan Alam Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan

JI. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota
Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan
selanjutnya PARA PIHAK, sepakat melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:
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Pasal 1
Maksud dan Tujuan Kerja Sama

Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk
melaksanakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.

Tujuan dari Perjanjian kerja sama ini adalah terwujudnya sinergitas antara PARA PIHAK
dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan
lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

PARA PIHAK saling memberikan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan
prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, sepanjang tidak mengganggu kegiatan
pelayanan yang utama;

Kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK meliputi:

a. Penyelenggaraan penelitian bersama;

Penyelenggaraan penulisan artikel bersama;

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersama serta sertifikasi;

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bersama;

Pengembangan kelembagaan;

Pengembangan SDM;

Dosen Tamu (Visiting Lecturer),

Pertukaran mahasiswa; atau

Bentuk kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK
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Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya dalam kegiatan kerja sama sesuai kebutuhan,
tugas dan fungsi masing-masing kegiatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kerja
sama ini;

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan melibatkan Departemen, Program Studi, Dosen,
Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa kedua belah pihak;
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Pelaksanaan lebih lanjut akan dituangkan dalam naskah Implementation of Arrangement
(IA) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
Administrasi dan Pembiayaan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan
koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara
proporsional;

Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegiatan kerja sama sepenuhnya
ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku yang akan
diatur lebih lanjut;

Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PARA
PIHAK dan tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan
masing-masing PARA PIHAK.

Pasal §
Jangka Waktu Kerja Sama

Jangka waktu kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal
penandatanganan perjanjian ini oleh PARA PIHAK;

Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas usulan dan persetujuan PARA PIHAK
dengan menyesuaikan prosedur yang berlaku;

Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir,
atau perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum pengakhiran perjanjian ini;

Berakhirnya perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hal dan kewajiban PARA PIHAK
yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu yang telah disepakati sebelum berakhirnya
perjanjian ini.
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Pasal 6
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
kerja sama;

Evaluasi pelaksanaan kerja sama secara keseluruhan akan dilakukan 2 (dua) bulan sebelum
berakhirnya kerja sama.

Pasal 7
Keadaan Memaksa atau Force Majeure

Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum
dalam perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar
kemampuan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, maka tidak dianggap kesalahan atau
kegagalan dan tidak dapat dikenakan sanksi atau denda. Selanjutnya dapat dipertimbangkan
kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kewajiban dengan persetujuan
PARA PIHAK;

Peristiwa atau keadaan memaksa (/orce Majeure) yang dimaksud antara lain

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh
PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;

Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak
ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa
sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut;

Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan

berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian
sebagaimana mestinya.

Pasal 8
Penyelesaian Permasalahan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul di antara PARA
PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, maka perbedaan pendapat dan/atau
perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
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Jika perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tersebut pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian
melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga yang disetujui PARA PIHAK.

Pasal 9
Ketentuan Lain-Lain

Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini tidak dapat
dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;

Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian
sejenis dengan pihak lainnya;

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam
Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama
ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan
ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
-~ PENDIDIKAN PENGETAHUAN ALAM
UNIVEBSITAS PALANGKA RAYA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
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